Tinjauan Yuridis Tentang Sewa Menyewa Tanah Beserta Bangunan Milik Kas Desa “Sawah Bengkok” (Studi Kasus Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang) by Farikha, Alifatu & , Dr. Salman Alfarizi, S.H., M.H
i 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWA TANAH BESERTA 
BANGUNAN MILIK KAS DESA “SAWAH BENGKOK”  








Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  










PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 







TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWA TANAH BESERTA 
BANGUNAN MILIK KAS DESA “SAWAH BENGKOK”  




Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa di Desa Gentan Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang, (2) Mendeskripsikan hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam pelaksanaan pejanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan 
milik kas desa di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, (3) 
Mendeskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan atas dasar wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum 
dalam pelaksanaan pejanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas 
desa di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Penelitian ini 
mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-
doktrinal yang kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Gentan Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis kualitatif dengan metode analisis data interaktif.  Hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa hak pemberi sewa adalah menerima pembayaran uang sewa 
tenah kas desa, turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pihak 
penyewa agar sesuai dengan peruntukannya. Sementara kewajibannya, yaitu 
menyerahkan pengelolaan tanah kepada penyewa untuk kegiatan pertanian, 
bersama-sama dengan penyewa memelihara objek perjanjian sehingga dapat 
digunakan oleh penyewa sesauai dengan peruntukannya. Sedangkan hak penyewa 
adalah membayar uang sewa, mmemperoleh jaminan bahwa selama masa 
berlakunya perjanjian sewa menyewa tidak akan mendapatkan peringatan, 
teguran, tuntutan atau dakwaan dalam bentuk apapun dari pihak lain yang 
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas objek 
perjanjian, sedang kewajibannya, yaitu: selama persewaan, penyewa dilarang 
keras untuk memindahkan hak sewanya kepada pihak lain,  segala biaya yang 
timbul akibat pemanfaatan tanah yang disewa ditanggung oleh penyewa, dan 
bertanggung jawab atas segala kerusakan-kerusakan yang terjadi selama jangka 
waktu sewa, kecuali pihak penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan 
tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari penyewa, serta setelah masa 
persewaan berakhir, penyewa berkewajiban untuk mengembalikan tanah yang 
disewa kepada pihak pemerintah desa dalam keadaan kosong dan baik. Kemudian 
bentuk tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah 
ganti rugi dengan kesepakatan tertentu, dan pembatalan. 
 
Kata Kunci: tinjauan yuridis, sewa menyewa tanah, sawah bengkok 
 
Abstract 
This study aims to, (1) Describe the implementation of land leasing agreements 
using village cash in Gentan Village, Susukan District, Semarang Regency,  
(2) Describe the rights and obligations of each party in the context of pedestrians 
to rent land using land in Gentan Village, Susukan District Semarang,  
2 
 
(3) Describe the legal responsibilities of carrying out one of the Parties in the 
context of the land by using land in the village of Gentan, Susukan District, 
Semarang Regency. This research is based on legal research conducted with a 
qualitative non-doctrinal approach. The location of this research is Gentan 
Village, Susukan District, Semarang Regency. The analytical tool used in this 
study is qualitative analysis with interactive data analysis methods. The results of 
the study show that copyright is to accept cash payments, and also to supervise the 
activities of the tenants in accordance with their designation. While the obligation, 
which is to spread to tapping for agricultural activities, together with tenants the 
object of the relationship can be easy by the tenant in accordance with the 
designation. While the tenant's right is money, he obtains, that during the period 
of the lease agreement will not get the purpose, right, or dummy in any form from 
other parties who have the right in advance or have rights to the object of the 
agreement, while the obligation, namely: during rental, The tenant strives to 
distribute the lease rights to other parties, all costs arising from land leased by the 
tenant, and is responsible for all damages that occur during the lease term, unless 
the tenant can prove that the damage occurred not due to a fault of tenant, while 
the rental period ends, the tenant is obliged to repair the land rented to the village 
government in an empty and good condition. Then the form of legal responsibility 
for the party that defaults is compensation with certain agreements, and 
cancellations. 
 
Keywords: juridical review, rent land, sawah bengkok 
 
1. PENDAHULUAN 
Keberadaan desa sebagai entitas masyarakat hukum sesungguhnya diakui dan 
dihormati, hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 yang 
menyebutkan bahwa: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 18 tersebut 
merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa yang disebut ”otonomi desa” 
sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi,
1
 otonomi 
yang dimaksud adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang diberikan mencakup pula dengan pemanfaatan sumber daya 
alam berupa tanah desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa 
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sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial, 
karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum (communal regime). 
Tanah kas desa termasuk tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan 
desa yang perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat desa. agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat 
berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna. Menurut Gunawan Winardi unsur-
unsur yang menjadi ciri tanah bengkok meliputi: (1) Tanah yang di miliki oleh 
desa sebagai satuan masyarakat; (2) Tanah tersebut digarap oleh Perangkat 
Desa/Kepala Desa/Lurah; (3)  Hasil garapan dari tanah digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan Kepala/Perangkat Desa; dan (4) Pengelolaan Tanah 
dikembalikan kepada desa setelah masa jabatan Kepala/Perangkat Desa habis.
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Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah bengkok desa tersebut telah diatur 
dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Pelaksanaan Undang-Undang No.6 
Tahun 2014, yaitu PP No. 43 tahun 2014, kemudian direvisi dan dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah baru sebagai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 
tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 
tentang desa. Dalam PP No. 47 Tahun 2015 dilakukan perubahan terhadap Pasal 
100 tentang belanja desa yang menambahkan aturan baru tentang status tanah 
bengkok di (ayat) 3, yaitu hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan 
kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala 
Desa.  
Adanya perubahan dalam peraturan pengelolaan tanah bengkok tersebut 
tentunya mendapat sambutan baik dari Perangkat Desa, sebab Perangkat Desa 
mendapat penghasilan dari dua sumber, yaitu: dari penghasilan tetap yang berasal 
dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan 
dari tanah bengkok yang menjadi hak milik mereka selama mereka menjabat 
sebagai perangkat desa (pamong desa). Namun demikian Ernawati Handayani
3
 
pengelolaan tanah bengkok yang diserahkan kembali kepada Perangkat Desa 
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sebagai gaji tambahan juga mempunyai kelemahan, diantaranya, yaitu: apabila 
ada aparat yang sudah habis masa baktinya/meninggal tidak bisa langsung 
dikelola penggantinya (sedang dalam masa tanam, alip kuning). 
Bagi pemerintah Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, 
fungsi tanah bengkok sebagai harta kekayaan desa bagi pemerintah desa begitu 
besar, yaitu sebagai gaji tambahan Pamong Desa, maka setelah dikeluarkannya 
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatakan, 
bahwa status tanah bengkok diganti menjadi sumber pendapatan desa yang masuk 
dalam APBD Desa, mendapat respon tidak setuju dari Perangkat Desa di Desa 
Gentan. Kepala Desa dan perangkat desa menolak, dengan alasan jika akan 
menerima gaji tetap saja perbulannya, perangkat desa merasa gaji saja masih 
kurang, dan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Terutama tugas yang 
semakin berat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Maka 
dengan dikeluarkan PP No. 47 Tahun 2015 perangkat desa memberikan sambutan 
dengan baik.  
Berpijak dari uraian latar belakang penelitian, maka  tujuan penelitiani ni 
adalah: (1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam 
pelaksanaan pejanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa di 
Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang; dan (2) Untuk 
mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atas dasar wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
pelaksanaan pejanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa di 
Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 
 
2. METODE 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.
4
 Jenis data dalam penelitian ini adalah 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 
narasumber, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-
undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, 
dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. 
Sumber data sekunder juga diperoleh dari  data-data statistik, baik yang 
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dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait 
denga fokus permasalahannya. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui tiga 
cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.  
Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak 
menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang 
sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Aktivitas dalam analisis data 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Beserta Bangunan Milik 
Kas Desa di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 
Tanah kas desa merupakan jenis kekayaan desa yang dapat dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan kekayaan desa/kas desa di Desa 
Gentan berupa sewa menyewa tanah kas desa sehingga  bisa menguntungkan 
desa. Harga sewa disesuaikan dengan pasar, dan untuk memperoleh harga yang 
wajar persewaan tanah tersebut sesuai dengan peraturan di desa tersebut dilakukan 
dengan sistem lelang. Sistem lelang yang dimaksud adalah sistem lelang yang 
dilaksanakan di depan umum dan dipimpin langsung oleh kepala desa dengan 
membentuk panitia lelang yang keanggotaannya harus ganjil.
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Kepanitiaan lelang di Desa Gentan ditetapkan oleh keputusan kepala desa, 
kepanitiaan sewa lelang ini beranggotakan kepala desa, Kaur (Kepala Urusan) 
umum dan Kaur (Kepala Urusan) keuangan. Di dalam kepanitiaan lelang, kepala 
desa menjadi ketua lelang, kaur umum menjadi sekretaris panitia dan kaur 
keuangan menjadi bendahara panitia lelang. Setelah terbentuk kepanitiaan lelang, 
panitia kemudian mengadakan rapat untuk menyusun waktu dan tata tertib 
pelaksanaan lelang. Apabila panitia lelang telah selesai menyusun tata tertib 
lelang, maka panitia menyebarkan tata tertib lelang yang disertai dengan 
undangan pelaksanaan lelang. Panitia menyebarkannya kepada ketua RT di 
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seluruh Desa Gentan untuk disampaikan kepada warga setempat yang akan 
mengikuti lelang tanah kas desa.
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Pada hari pelaksanaan sewa lelang, masyarakat yang akan melelang sewa 
tanah kas desa berkumpul di balai desa. Panitia kemudian membacakan tata tertib 
pelaksanaan sewa lelang. Hal itu dilakukan untuk mengesahkan tata tertib lelang, 
karena pengesahan tata tertib lelang dilakukan oleh panitia dan peserta lelang. 
Setelah acara lelang dimulai, para warga saling tawar menawar harga sawah. 
Pemenang lelang sewa tanah kas desa adalah penawar harga tertinggi dan berhak 
atas sewa tanah kas desa tersebut. Acara lelang ini dilakukan selama kurang lebih 
satu setengah jam, yaitu sekitar pukul empat sampai pukul lima sore.  Para peserta 
diizinkan untuk menawar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Jika peserta 




Perjanjian sewa menyewa diatur dan diawasi oleh desa, walaupun sudah 
terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun pihak desa tidak bisa begitu 
saja melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemilik tanah kas desa, karena tanah 
kas desa merupakan aset desa yang berguna dan merupakan harta yang tidak habis 
pakai. Seperti lelangan sebelumnya, masa tenggang waktu dari penyewa lama 
berganti ke penyewa yang baru adalah satu bulan. Di masa tenggang waktu 
tersebut itulah penyewa yang baru mempunyai waktu untuk melunasi harga sewa 
tanah kas desa. Apabila penyewa baru tidak mampu melunasi harga sewa tanah 
kas desa maka desa menyatakan penyewa tersebut gugur.
9
 
Penyewa berkewajiban menaati peraturan yang dikeluarkan oleh desa di 
dalam surat perjanjian sewa kas desa, diantaranya tentang hak dan kewajiban bagi 




Informasi yang diberikan oleh Bapak Sahrul Alim, Carik Desa Gentan 
tersebut, juga sama dengan informasi yang diberikan oleh Bapak Jumeri selaku 
Kepala Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Bapak Jumeri 
                                                 
7
Sahrul Alim, Carik Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Wawancara 
Pribadi, Semarang, 25 Juni 2018, pukul 10.30 WIB. 
8
Sahrul Alim, Carik Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Wawancara 
Pribadi, Semarang, 25 Juni 2018, pukul 10.30 WIB. 
9
Sahrul Alim, Carik Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Wawancara 
Pribadi, Semarang, 25 Juni 2018, pukul 10.30 WIB. 
10
Sahrul Alim, Carik Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Wawancara 
Pribadi, Semarang, 25 Juni 2018, pukul 10.30 WIB. 
7 
 
secara rinci menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan lelang sewa tanah kas desa 
terdapat beberapa tata tertib yang disepakati oleh panitia lelang adalah sebagai 
berikut:
 
(1) Pelelang adalah warga Desa Gentan; (2) Pelelang yang sudah 
mendapatkan lelang tidak boleh melelang kembali; (3) Pemenang lelang adalah 
penawar yang paling tinggi harganya; (4) Harga kelipatan lelang adalah Rp. 
50.000,-; (5) Pemenang lelang wajib membayar uang muka 10% dan 
pelunasannya diberi tempo waktu selambat-lambatnya satu bulan;  
(6) Penggarapan tanah kas desa lahan pertanian dimulai sejak tanggal yang 
ditetapkan dalam surat perjanjian dan dilaksanakan selama satu tahun; dan  
(7) Apabila sampai jatuh tempo pemenang lelang tidak dapat melunasi, maka 
dinyatakan gugur/batal dan uang muka tidak dapat dikembalikan (hangus).
11
  
Menurut Bapak Sahrul Alim selaku Carik Desa Gentan, tata tertib tersebut 
selalu mengalami revisi setiap satu tahun sekali. Tata tertib yang direvisi tahap 
pertama pada setiap tahunnya tetap digunakan pada lelangan tahap kedua di tahun 
yang sama. Waktu pelaksanaan sewa lelang, yakni pada bulan Maret dan 




Hasil wawancara dengan Bapak Jumeri selaku Kepala Desa Gentan juga 
diperoleh informasi, bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah milik kas 
desa di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dilaksanakan 
dengan surat perjanjian. Surat perjanjian yang dimaksud harus memiliki unsur-
unsur sebagai berikut: (1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; (2) Obyek 
perjanjian sewa menyewa; (3) Jangka waktu; (4) Hak dan kewajiban masing-
masing pihak; dan (5) Penyelesaian perselisihan.
13
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut di atas, maka 
dapat dijelaskan tahapan dalam pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian di 
Desa Gentan yaitu: (1) Pemerintah desa menentukan susunan panitia lelang, (2) 
Pemerintah desa membuat daftar tanah mana saja yang ikut dalam pelelangan; (3) 
Pemerintah desa membuat tata tertib sistem pelelangan; (4) Tahap pengumuman; 
(5) Tahap pelaksanaan pelelangan; (6) Pemilihan pemenang lelang; (7) 
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Pemerintah desa mengeluarkan SK yang ditanda tangani oleh Kepala Desa 
Gentan; (8) Penandatanganan kontrak. 
Dilihat dari tahapan-tahapan pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa 
dengan sistem lelang tersebut menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan sewa 
menyewa tanah kas desa di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten 
Semarang telah memenuhi aspek-aspek  Good Governance, seperti: transparan, 
dan akuntabilitas, serta profesional.  
Pada Pasal 77 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 110 ayat (1) PP 
No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kepala Desa 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab, diantaranya adalah menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, 
menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan 
penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan 
kebijakan pengamanan aset desa, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa 
selain tanah dan/atau bangunan. Maka dengan dijadikannya Kepala Desa sebagai 
ketua panitia lelang adalah hal yang tepat karena telah sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan mendudukkan Kaur (Kepala Urusan) 
umum dan Kaur (Kepala Urusan) keuangan sebagai sekretaris panitia, dan 
bendahara panitia lelang adalah hal yang tepat, sebab hal tersebut juga merupakan 
wewenang dari Kepala Desa.  
Temuan tersebut memberikan dukungan dari pendapat Sahdan, dkk
14
, 
bahwa dalam mewujudkan Good Governance terdapat beberapa prinsip yang  
harus dipenuhi, yaitu: 1) Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang 
cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas desa, 
bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat, 2) Akuntabilitas, dalam 
mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku,  
3) Profesional, Keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang aparatur sesuai 
dengan jabatannya. 
Praktek pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa di Desa Gentan  juga 
merupakan bentuk dari sebuah perjanjian yang saling memberikan sesuatu, yaitu 
penyewa memberikan uang pembayaran sewa, dan yang menyewakan 
memberikan manfaat dari sebidang lahan pertanian yang dimilikinya, hal tersebut 
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sesuai dengan penjelasan dalam KUH Perdata pasal 1548 ayat (11) yang 
berbunyi: “Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi 
pembayarannya”.  
Selain itu juga dapat disebutkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa lahan 
tanah kas desa di Desa Gentan sudah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian, 
sebab telah memenuhi empat syarat yang dicantumkan dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan 





3.2 Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Pelaksanaan Pejanjian 
Sewa Menyewa Tanah  
Pertama, Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa, (1) Hak: (a) Menerima 
pembayaran uang sewa tenah kas desa, (b)Turut serta melakukan pengawasan 
pelaksanaan kegiatan pihak penyewa agar sesuai dengan peruntukannya;  
(2) Kewajiban: (a) Menyerahkan pengelolaan tanah kepada penyewa untuk 
kegiatan pertanian; (b) Bersama-sama dengan penyewa memelihara objek 
perjanjian sehingga dapat digunakan oleh penyewa sesauai dengan 
peruntukannya, yaitu sebagai lahan pertanian; (c) Menjamin bahwa selama masa 
berlakunya perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa tidak akan mendapat 
peringatan, teguran, tuntutan atau dakwaan dalam bentuk apapun dari pihak lain 
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas 
objek perjanjian; (d) Turut serta melakukan pengawasan kegiatan pihak penyewa 
agar sesuai dengan peruntukan pemanfaat objek perjanjian untuk lahan pertanian. 
Kedua, Hak dan Kewajiban Penyewa, (1) Hak: (a) Membayar uang sewa; 
(b) Memperoleh jaminan bahwa selama masa berlakunya perjanjian sewa 
menyewa tidak akan mendapatkan peringatan, teguran, tuntutan atau dakwaan 
dalam bentuk apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih 
dahulu atau turut mempunyai hak atas objek perjanjian, (2) Kewajiban:  
(a) Selama persewaan, penyewa dilarang keras untuk memindahkan hak sewanya 
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kepada pihak lain; (b) Segala biaya yang timbul akibat pemanfaatan tanah yang 
disewa ditanggung oleh penyewa; (c) Bertanggung jawab atas segala kerusakan-
kerusakan yang terjadi selama jangka waktu sewa, kecuali pihak penyewa dapat 
membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari 
penyewa; dan (d) Setelah masa persewaan berakhir, penyewa berkewajiban untuk 




Melihat hak dan kewajiban seperti yang dijelaskan oleh narasumber 
menunjukkan bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban pemberi sewa 
(kreditur) dan penyewa (debitur) yang tertuang dalam surat tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur dalam KUHPerdata. Pada Pasal 1548 KUHPerdata 
dijelaskan hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan, yaitu:  
(a) Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam 
perjanjian; (b) Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan 
kewajibanya dengan baik. Sedangkan, kewajiban pihak yang menyewakan dapat 
ditemukan dalam Pasal 1550 KUHPerdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu: 
(a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; (b) Memelihara 
barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai 
untuk keperluan yang dimaksudkan; (c) Memberikan si penyewa kenikmatan 
yang tertera dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa 
menyewa. 
Bagi Pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam 
Pasal 1560, 1561, 1564, dan 1566 KUHPerdata, antara lain: Pasal 1560 
KUHPerdata, yaitu: (1) Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang 
baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian 
sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang 
dipersangkakan berhubungan dengan keadaan; (2) Membayar harga sewa pada 
waktu-waktu yang telah ditentukan. 
 
3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 
Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi  
Pelaksanaan pejanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa di 
Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang selama ini tidak ada 
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permasalahan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang berarti, namun 
demikian tetap saja ada permasalahan-permasalahan kecil, namun dapat 
diselesaikan dengan kekeluargaan. Adapun permasalahan-permasalahan yang 
terjadi yaitu: 
Pertama, Penyerahan tanah kas desa yang disewa tidak sesuai dengan 
jatuh tempo dalam surat perjanjian. Permasalahan terjadi ketika masa sewa kas 
desa sudah berakhir pada bulan April 2018, tetapi tanaman padi yang disewa oleh 
penyewa yang lama belum dipanen. Petani tersebut bermaksud menunggu sampai 
masa panen, kemudian menyerahkannya kepada penyewa yang baru. Sedangkan 
penyewa yang baru menginginkan tanah tersebut. Di sini terjadi ketegangan 
antara penyewa lama dengan penyewa baru. Oleh karena itu, pihak desa menjadi 
penengah di antara keduanya. Pihak desa kemudian mengajak kedua belah pihak 
bertemu dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah kekeluargaan. 
Pihak yang berselisih diminta datang ke balai desa. Hasil yang diperoleh dari 
kedua belah pihak kemudian harus dipatuhi di masa yang akan datang. 
Kesepakatan tersebut adalah penyewa lama meminta waktu sepuluh hari kepada 
penyewa baru untuk menunggu dan memanen tanaman padinya dengan dengan 
mengganti harga sewa tanah Rp. 50.000,00. Setelah itu tanah sewa kas desa 
berganti kepemilikan kepada penyewa yang baru. 
Temuan permasalahan tersebut di atas setidaknya sejalan dengan apa yang 
dikemukan oleh Subekti
17
, bahwa wanprestasi dapat mengakibatkan empat hal, 
salah satunya, yaitu: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan 
singkat dinamakan ganti rugi. Namun bedanya dalam hal ini pihak debitur 
(penyewa lama) memberikan ganti rugi pada debitur baru (penyewa baru) sebesar 
Rp. 50,000,- dikalikan 10 hari. Namun secara prinsip hal tersebut tetap memiliki 
kesamaan, dimana pihak dirugikan diberikan ganti rugi. 
Selain itu jika dikaitan dengan isi dalam perjanjian sewa menyewa tanah 
kas desa, yang dimana salah satu isinya menyebutkan, bahwa sewa menyewa 
tanah kas desa mempunyai jangka waktu 1 tahun dalam penggarapan sawah. 
Peraturan yang berlaku di Desa Gentan apabila masa satu tahun sudah berakhir 
tetapi di tempat (sawah kas desa) tanaman masih belum bisa dipanen, maka desa 
memberikan kelonggaran kepada penyewa yang lama agar bermusyawarah 
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dengan penyewa yang baru, maka penyelesaian yang ditempuh tersebut di atas 
adalah sudah benar.  
Temuan hasil penelitian tersebut di atas jika dikaitkan dengan asas hukum 
perjanjian, penyelesaian masalah yang terjadi tersebut dapat dikategorikan pada 
asas kebiasaan. Asas ini diatur dalm Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang 
dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat 
untuk apa yang diatur secara secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang 
dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. 
Kedua, Keterlambatan dalam Pelunasan Biaya Sewa Tanah. Masalah lain 
yang berkaitan dengan wanprestasi yang ditemukan oleh peneliti adalah masalah 
keterlambatan dalam pelunasan biaya sewa tanah. Masalah tersebut terjadi pada 
penyewa tanah yang bernama Bapak Ahmad Subekti. Kejadian tersebut terjadi 
pada bulan April 2018.  
Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber, 
masalah keterlambatan tersebut terjadi karena masalah keuangan yang dialami 
oleh Bapak Subekti karena gagal melakukan panen. Padahal hasil panen tersebut 
direncanakan untuk membayar sewa tanah kas desa. Melihat hasil wawancara 
dengan narasumber tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pihak debitur secara 
sadar menerima keputusan dari pemerintah desa bahwa tanah tersebut dialihkan 
ke pihak lain.  
Dijelaskan pula oleh Subekti
18
 bahwa wanprestasi dapat mengakibatkan 
empat hal, diantaranya, yaitu: pembatalan perjanjian atau juga dinamakan 
pemecahan perjanjian. Dijelaskan pula bahwa dalam hal debitur melakukan ingkar 
janji, kreditur dapat menuntut pembatalan persetujuan dengan timbal balik, dan 
pembatalan dengan ganti rugi. Pada intinya dijelaskan oleh Subekti, perjanjian 
berakhir apabila salah satu pihak melanggar janji. Kemudian jika dikaitkan 
dengan langkah yang diambil oleh Kepala Desa untuk memindah tangankan sewa 
ke pihak lain merupakan langkah yang sudah sesuai dengan apa yang tertera 
dalam perjanjian, bahwa apabila sampai jatuh tempo pemenang lelang tidak dapat 
melunasi, maka dinyatakan gugur/batal dan uang muka tidak dapat dikembalikan 
(hangus). 
Berdasarkan penjelasan permasalahan wanprestasi tersebut di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa penyelesaian permasalahan yang terjadi dilakukan melalui 
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musyawarah antara para pihak, dan semua permasalahan yang terjadi dengan 
kesadaran para pihak juga dapat berjalan dengan baik. Selain itu dari penjelasan 
tersebut di atas juga dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tanggung jawab 
hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak penyewa (debitur), yaitu: memberikan 
ganti rugi uang sesuai kesepakatan, dan melakukan pelepasan tanah yang 




Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulkan bahwa pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa tanah besarta bangunan milik kas desa di Desa Gentan 
Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dimulai dari  pemerintah desa 
menentukan susunan panitia lelang, membuat daftar tanah mana saja yang ikut 
dalam pelelangan, membuat tata tertib sistem pelelangan; tahap pengumuman, 
pelaksanaan pelelangan, pemilihan pemenang lelang, pemerintah desa 
mengeluarkan SK yang ditanda tangani oleh kepala desa gentan, dan terakhir 
adalah penandatanganan kontrak. 
Adapun hak pemberi sewa adalah menerima pembayaran uang sewa tenah 
kas desa, turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pihak penyewa 
agar sesuai dengan peruntukannya. Sementara kewajibannya, yaitu menyerahkan 
pengelolaan tanah kepada penyewa untuk kegiatan pertanian, bersama-sama 
dengan penyewa memelihara objek perjanjian sehingga dapat digunakan oleh 
penyewa sesauai dengan peruntukannya, yaitu sebagai lahan pertanian, menjamin 
bahwa selama masa berlakunya perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa tidak 
akan mendapat peringatan, teguran, tuntutan atau dakwaan dalam bentuk apapun 
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut 
mempunyai hak atas objek perjanjian, dan turut serta melakukan pengawasan 
kegiatan pihak penyewa agar sesuai dengan peruntukan pemanfaat objek 
perjanjian untuk lahan pertanian. 
Sementara hak penyewa adalah membayar uang sewa, mmemperoleh 
jaminan bahwa selama masa berlakunya perjanjian sewa menyewa tidak akan 
mendapatkan peringatan, teguran, tuntutan atau dakwaan dalam bentuk apapun 
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut 
mempunyai hak atas objek perjanjian, sedang kewajibannya, yaitu: selama 
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persewaan, penyewa dilarang keras untuk memindahkan hak sewanya kepada 
pihak lain,  Segala biaya yang timbul akibat pemanfaatan tanah yang disewa 
ditanggung oleh penyewa, dan bertanggung jawab atas segala kerusakan-
kerusakan yang terjadi selama jangka waktu sewa, kecuali pihak penyewa dapat 
membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari 
penyewa, serta setelah masa persewaan berakhir, penyewa berkewajiban untuk 
mengembalikan tanah yang disewa kepada pihak pemerintah desa dalam keadaan 
kosong dan baik. 
Bentuk tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi 
adalah ganti rugi dengan kesepakatan tertentu, dan pembatalan perjanjian sewa 
menyewa, dan hilangnya uang muka sewa tanah kas desa. 
4.2 Saran 
Pertama, penting bagi pihak Pemerintah Desa Gentan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang untuk mempertahankan sikap profesionalisme seperti saat 
ini. Sebab dengan menjunjung tinggi sikap profesionalisme terbukti semua 
permasalahan, khususnya berkaitan dengan sewa menyewa tanah kas desa dapat 
berjalan baik, dan dapat diterima semua pihak. Selain itu sikap profesionalisme ini 
juga terbukti mampi memberikan keadilan bagi masyakat, sebab semuanya telah 
diinformasikan dengan baik oleh pemerintah desa kepada warganya. 
Kedua, untuk menghindari terulangnya permasalahan wanprestasi, penting 
bagi pihak Pemerintah Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 
untuk menyeleksi siapa-siapa saja warga yang berhak ikut dalam pelelangan tanah 
kas desa.  
Ketiga, Pemerintah Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten 
Semarang juga perlu lebih tegas lagi terhadap warga desa yang pernah melakukan 
wanprestasi dalam menyewa tanah kas desa, yaitu dengan diberi sangsi untuk 
tidak ikut dalam pelelangan tanah dalam kurun waktu tertentu, hal tersebut 
penting untuk menjadikan pelajaran bagi masyarakat lainnya. 
Keempat, masih terkait dengan masalah wanprestasi, maka ada baiknya 
Pemerintah Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang melakukan 
sosialisasi kepada warganya tentang peraturan-peraturan yang telah disepaki di 
dalam sewa menyewa tanah kas desa, hal tersebut merupakan langkah pencegahan 
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